PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

INSPEKTORAT

JIn. S, Parman No. 38 B Telp. (0292) 421190 (Hunting)
PURWODADI 58111

KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 067 /| ©F / 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN GROBOGAN

INSPEKTUR KABUPATEN GROBOGAN

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja Inspektorat
Kabupaten Grobogan vang optimal diperlukan evaluasi

dan penambahan Standar Operasional Prosedur (SOP) di

lingkungan Inspektorat Kabupaten Grobogan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurufl a, perlu menetapkan Keputusan

Inspektur Kabupaten Grobogan tentang Standar

Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas-tugas

Lingkungan Inspektorat Kabupaten Grobogan;

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara,

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;



10.

11.

12,

1.3,

e

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Oeprasional
Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk  Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah;
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14, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pcmerintah  Kabupaten
Grobogan;

15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja

Inspektorat Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN :

Menectapkan Standar Operasional  Prosedur di lingkungan
Inspektorat Kabupaten Grobogan, sebagaimana dalam Lampiran
Keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan
ini;

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU digunakan sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Grobogan;

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Inspektur
Kabupaten Grobogan Nomor : 050/21/2016 tentang Standar
Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas-Tugas di Lingkungan
Inspektorat Kabupaten Grobogan dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 09 Moaret 2020
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Lampiran

Nomor
Tanggal

: Keputusan Inspektur

Kabupaten Grobogan

067 / 07 /2020
085 Moret amac

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
INSPEKTORAT KABUPATEN GROBOGAN

| NO. | o ' KETERANGAN
| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR |
1nE 2 I e
0 O 1 5 RO NEGSA ) 0
1 1 Pengelolaan Surat Masuk |
2. | Pengelolaan Surat Keluar I
3. |Kenaikan Pangkat PNS I SN Tl i 3 ;
4, Usulan Kenaikan Gaji Berkala g : 'Tl_h*fﬁ ‘
| 5. | Pengajuan Cuti Pegawai ‘ |
6. Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian | P
Prestasi PNS . ‘
ik Penyusunan Peta Kompetensi | |
' 8. | Penilaian Angka Kredit i B \[ ' |
9. | Penerimaan Tamu = ) o |
10. | Pelaksanaan Rapa? Internal ] o ;
11. | Penerbitan SPP dan SPM LR AR ! y |
152, Penyusunan SPJ Kegiatan i 1 LA i____ Tk i
13. | Proses Penyusunan Laporan Keuangan OPD g R 1 |
14. | Pengajuan Perjalar?é;i Dinas {0 [T 7 ;[ i ‘
15. | Pemeliharaan Inventaris |
16. | Persediaan Barang \
17. | Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) : o _:_—_ =t |
18. | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) g i
"19. | Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) s S |
\__267___F’_t;n__\}as_u_h_a?x_chcgné Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) : ;
K WPﬁenyusunan Rencana Umum Pengadaan {RUF;}? ] 1 EEEEE | 1
' 22. | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) | |
23. | Penyusunan Program Kerja Pen@’asa;ﬂfhﬁéh_ _“_!I_ i ) i
(PKPT) A . ‘ ,J
24. | Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ! ‘
Berbasis Resiko _ Pret 1 I N I ¢
5. Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil \
Pengawasan e e ) - | = L —%E )
26. | Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan |




27. | Penugasan Pengawasan

28. | Pemeriksaan Kinerja

29. | Pemeriksaan Khusus/Kasus

30. Pemberian Konsultasi

31. | Penanganan Aduan Masyarakat

32. | Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

33. | Penyusunn Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
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